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PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban
melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana,
terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin
pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.% Pembangunan hukum
nasional tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan
perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.? Sedangkan peraturan
perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.®

Sehubungan dengan banyaknya Lembaga Negara yang mempunyai
kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, maka tidak jarang

terjadi ketidakselarasan dan ketidakserasian antara satu norma hukum dengan norma
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hukum yang lain. Oleh karena itu Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan
membentuk peraturan perundang-undangan juga mempunyai kewajiban untuk

melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum.

Permasalahan
1. Apakah Pengertian dari Harmonisasi Hukum?
2. Apakah Pengertian dari Sinkronisasi Hukum?

3. Kapan Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum dilakukan?

Pembahasan

1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada
tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan
tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan
hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat
mengakibatkan disharmoni.* Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat
diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan
perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan
perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan

peraturan perundang-undangan yang baik.”

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip
buku tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaaat
en bestuurecht (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah
mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah,
keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan
peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (justice, gerechtigheid)
dan kesebandingan (equit, billijkeid), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa
mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan
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Wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum
adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang

mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.®

Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang
komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan
tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai
aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup
dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian
internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh

Pemerintah RL.’

Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan
perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup

2 (dua) aspek sebagai berikut:®

a. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:

1) Pancasila;

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun
1945/harmonisasi vertikal;

3) Undang-undang/harmonisasi horizontal;

4) Asas-asas peraturan perundang-undangan:
1) Asas pembentukan;
2) Asas materi muatan;
3) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-

undang yang bersangkutan.
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b. Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1) Kerangka peraturan perundang-undangan;
2) Hal-hal khusus;
3) Ragam bahasa;
4) Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

Pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut:®

a. Pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai
filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang
bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut;

b. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah
dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undang-
undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut
Undang-Undang Dasar;

¢. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten;

d. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang
telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait;

e. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas
pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan
bidang hukum vyang diatur dalam rancangan undang-undang, telah
terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang;

f. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
telah dipatuhi secara konsisten;

g. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam
rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang
baik dan benar serta mengunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya
disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan
rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum. Dari pengertian

tersebut dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan

® Ibid.



adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-
undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna

mencapai tujuan hukum.®

Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu
norma hukum dengan norma hukum yang lain. Menurut L.M. Gandhi terjadinya
disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum,
misalnya perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum
serta organisasi wewenang. Dalam pengamatan dalam praktek L.M. Gandhi
mengemukakan penyebab disharmoni yaitu:**

a. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-
undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan
kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut.
Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang
dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak
efektif;

b. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;

c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijkan instansi
pemerintah. Kita kenal dengan juklak yang malahan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan;

d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yuriprudensi dan

surat edaran mahkamah agung;

Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan;

Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah;

Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu;
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Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian

wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa
harmonisasi dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem
hukum agar terwujud kesederhanaan/kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan

keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan

% 1bid.
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peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan
kejanggalan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-
undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang
harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta

faat asas.

2. Pengertian Sinkronisasi hukum

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-
undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang
tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur
dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi
(suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka
semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan
sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pegaturan suatu bidang tertentu
yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan

bidang tertentu secara efisien dan efektif.'?

Endang Sumiarni berpendapat, sinkronisasi adalah dengan melihat
kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal
berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan yang
lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan
mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk
kasus tertentu. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-
asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, terkait
sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas lex superiori derogat
legi inferiori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara
peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.*®

2 0p. Cit., Inche Sayuna, hal. 17.
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Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan
landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian
hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan
efektif.™

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan

dengan 2 (dua) cara yaitu:™
a. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-
undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang
berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu
tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah;

5) Peraturan Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan
tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan
kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah
suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang

kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya

4 Novianto M. Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji
Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012,
hal. 9.

1> 0Op. Cit., Inche Sayuna, hal. 20 s.d. 21.



apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-

undangan yang ada.
b. Sinkronisasi Horisontal

Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan
dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama.
Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan
perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau
terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu
sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.

Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan
sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal,
yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat

mengenai bidang yang sama.

Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Dilakukan

Dalam pembentukan suatu produk hukum, terdapat berbagai hal yang
perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan hierariki peraturan perundang-
undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi
muatan, dan asas hukum lain sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak
saling bertentangan atau tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan
peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain perlu dilakukan suatu

harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan suatu produk hukum

Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi dari suatu produk hukum tidak
terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja,
namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi juga dilakukan terhadap
produk hukum yang telah terbentuk. Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan
karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu
peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk
hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan

perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.



V.

Kesimpulan

1. Mencermati istilah harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana diuraikan di atas

dapat disimpulkan bahwa kedua istilah ini memiliki makna yang hampir sama
yaitu upaya untuk merealisasikan keselarasan dan mengatasi perbedaan atau
pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum, baik terhadap rancangan
peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat maupun peraturan
perundang-undangan yang telah berlaku. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum
sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum di dalam
peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-
undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten

serta taat asas.

. Selain dilakukan pada saat pembentukan suatu produk hukum, harmonisasi dan

sinkronisasi hukum juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk
karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu
peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk
hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan
perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.
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